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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang yang
berjudul  “Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Peran Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas 11B Jombang Dalam Pembinaan Narapidana
Anak Dibawah Umur (PP Nomor 28 tahun 2006 Tentang Syarat dan
Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Anak”. Untuk
menjawab rumusan masalah Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan
anak kelas 1B Jombang terhadap hak warga binaan pemasyarakatan
(menurut PP nomor 28 tahun 2006) ? Dan Bagaimana analisis hukum
pidana Islam terhadap peran lembaga pemasyarakatan anak kelas 1B
Jombang terhadap hak warga binaan pemasyarakatan (menurut PP nomor
28 tahun 2006) ?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan
(field research), dengan menggunakan teknik penggumpulan data,
diantaranya dokumentasi, wawancara, observasi. Analisis yang digunakan
yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Peran lembaga
pemasyarakatan anak kelas 11B Jombang sudah sesuai amanat Peraturan
Pemerintah nomor 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan
hak warga binaan pemasyarakatan, dari segi fasilitas maupun pelaksanaan
setiap hari di lembaga tersebut. Akan tetapi ada salah satu hak — hak anak
yang belum terpenuhi menurut salah satu pemaparan penghuni lembaga
pemasyarakatan tersebut. 2). Analisis hukum pidana Islam terhadap peran
lembaga pemasyarakatan anak kelas 1B Jombang ini masuk dalam
jarimah takzir yang hukuman atau pidananya ditentukan oleh khalifah atau
hakim. Jadi sangat sesuai dengan apa yang ada di lembaga pemasyarakatan
anak kelas 11B Jombang tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, analisis data yang dilakukan,
maka peneliti menemukan beberapa hal penting yang harus jadi perhatian
bagi kalanganyang terkait Dalam penanganan problematika-problematika
di negara ini seharusnya pihak birokrasi negara lebih teliti dan lebih jeli
lagi dalam membuat Undang-Undang maupun dalam penerapannya, agar
antara aturan dan penerapan tidak terjadi ketimpangan dalam eksekusinya.
Apalagi permasalahan yang menyangkut generasi bangsa ini apakah itu
pencabulan, narkoba, tawuran, ataupun tindak pidana yang lainya. Pihak —
pihak instansi terkait juga harus teliti dan serius dalam menangani
permasalahan-permasalahan seperti ini, agar dikemudian hari tidak ada
lagi perkara yang sama dan pelakunya jera tidak melakukannya kembali
karena sikap tegas dari instansi terkait. Bergotong-royong dan
bekerjasamalah agar terwujud cita-cita bangsa negara ini.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan gejala sosial yang biasa dalam setiap
masyarakat. Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang
memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat yang menanggung
akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung. Anak adalah
orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
kawin®.

Anak sebagai generasi penerus didaulat menjadi anak manusia
indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan
dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang
menurut pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan pembinaan
secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala
kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.?

Lembaga pemasyarakatan sebagai organisasi yang mempunyai tugas
dan fungsi yang sama pentingnya dengan institusi-institusi lainnya dalam
sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tugas

dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan

! pasal 1 UU no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 2.
2 -
Ibid



terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan melaksanakan system
pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana
dan anak didik.?

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun,
mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih.* Pembinaan
sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara
merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna. Dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan
Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa
“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan
kepada Tuhan yang Maha Esa, narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.” Dalam hukum pidana dikenal sebagai tujuan penetapan
hukuman tindak pidana yaitu:

a. Retribution, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan
kejahatan

b. Restrain, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat

c. Reformation, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi

orang baik dan berguna bagi masyarakat

® pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012 Tentang Pemasyarakatan, 2.
* Ali. Deli, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penabur llmu, Bandung, 2000. 82.

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga
Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1)



d. Deterrence, yaitu: menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai

individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jerah
atau takut untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.
Selanjutnya Sahardjo tentang Hukum Indonesia yang berfungsi sebagai
pengayoman, dicetuskan bahwa tujuan pelaksanaan pidana penjara adalah
dengan pemasyarakatan. Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka
telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana, dan pada
saat ini semakin dikuatkan oleh kelahiran Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam tujuan pemidanaan ini,
narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya
resosialisasi dan rehabilitasi.®

Apalagi mengingat Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu
subsistem pendukung yang berperanan penting dalam keberhasilan Sistem
Peradilan Pidana. Hal ini dapat dipahami, karena di dalam Lembaga
Pemasyarakatan inilah diharapkan output manusia baru yang benar-benar
berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luar.

Demikian juga halnya pidana anak, perlindungan hukum terhadap
pidana anak lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
Demikian juga halnya dengan anak didik pemasyarakatan perlindungan
hukumnya lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

didik pemasyarakatan.’

® Sahardjo, Rumah Pengayoman Sukamiskin, (Bandung.1964) . 21.
" Mulyana Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Rajawali, 1986).3



Sedikit agak berbeda yanag terjadi di lembaga pemasyarakatan
kelas 1IB jombang, Bawasannya kapasitas di lapas itu hanya bisa
menampung 200 orang tetapi pada kenyataannya di lapas ini menampung
lebih dari kuota seharusnya yaitu jumlah penghuni lapas saat ini 600 dan
Sarana prasarana yang kurang memadai juga mengakibatkan semua
kegiatan yang dilakukan seluruh tahanan menjadi tidak maksimal. untuk
beribadah, masjid yang tidak cukup memuat seluruh jamaah, akhirnya
jamaah harus berada di luar masjid bahkan sampai keluar masjid.

Petugas lapas mengatakan, bahkan dalam pelaksanaan sholat
berjamaah, tidak jarang dilakukan jamaah bergantian dalam dua kali
gelombang. Tentu saja hal ini mengurangi kekhusyukan narapidana dalam
menjalankan ibadahnya. Akan tetapi, ketiadaan dana dan lahan menjadi
faktor yang menyebabkan sarana prasarana di lembaga ini tidak
memenuhi. Tempat olahraga yang seharusnya tersedia untuk seluruh
tahanan, hanya tersedia 1 lapangan yang digunakan untuk semua jenis
permainan seperti sepak bola, volly, dan senam pagi dilakukan di lapangan
yang sama. Hal ini tentu bertentangan dengan undang-undang yang
mengharuskan semua lembaga memberikan fasilitas rekreatif bagi
narapidana khususnya anak, karena bermain adalah hak anak yang harus
diberikan dimanapun anak berada termasuk di dalam tahanan.

Menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat
Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Fasilitas

yang harus ada di dalam lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:



a. Tempat beribadah

b. Tempat untuk melakukan kegiatan pedndidikan dan bimbingan
keagamaan

c. Perlengkapan tidur dan mandi

d. Poliklinik (setidaknya ada satu dokter dan seorang tenaga kesehatan)

e. Bahan bacaan dan media massa yang berupa media cetak dan elektronik
('satu buah pesawat televisi dan satu buah radio).

Pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan sebagai warga binaan
diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, hak-hak anak
didik permasyarakatan sebagai warga binaan adalah sebagai berikut:

a. Berhak wuntuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.

b. Berhak untuk mendapat perawatan jasmani dan rohani. Perawatan
jasmani berupa:

a. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;

b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan

c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi Perawatan rohani diberikan
melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

c. Berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran.

d. Berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang
berwenang apabila Anak Didik Permasyarakatan telah berhasil

menyelesaikan pendidikan dan pengajaran.



. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak

. Berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah
kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

. Berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
bagi Anak Didik Permasyarakatan yang sedang sakit.

. Berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan

petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.

i. Berhak mendapatkan upah atau premi sesuali dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku

j. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang

tertentu lainnya.
. Berhak mendapatkan remisi
. Berhak mendapatkan kebebasan bersyarat.

Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan atau

rehabilitasi dan kegiatan lainya yang diprogramkan terhadap narapidana

dapat meliputi cara pelaksanaan:

1. Bimbingan mental, dan diselenggarakan dengan pendidikan agama,

kepribadian dan budi pekerti dan pendidikan umum yang diarahkan
untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan

kesalahan masa lalu.

2. Bimbingan social, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan

pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat.



3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus,
latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya.

4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai.

5. Bimbingan-bimbingan lainya yang menyangkut perawatan kesehatan,
seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek
kehidupan bermasyarakat.?

Dengan melihat banyaknya undang-undang atau peraturan dan
pendapat ahli yang membahas mengenai masalah hak-hak anak. Apakah
hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pidana telah didapat oleh
anak tersebut secara maksimal dari aparatur penegak hukum melalui
peraturan yang mengaturnya secara jelas. Jika kita lihat kebanyakan anak
ketika posisinya menjadi tersangka sampai menjadi terpidana seolah-olah
mereka dikucilkan oleh keluarganya, lingkungan serta penegak hukum
yang sedang menanganinya.

Dari latar belakang di atas maka penulis membuat penelitian
dengan judul “Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Peran Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas 11 B Jombang Dalam Pembinaan Narapidana
Anak Dibawah Umur (PP Nomor 28 tahun 2006 Tentang Syarat dan
Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Anak.”

Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan
kepekaan terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan

kepekaan aturan-aturan hukum baik yang terdapat dalam Peraturan

® Ruslan Renggong, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia,
(Prenamedia Group Jakarta),2014, Cet. Ke-. 229.



Pemerintah (PP) tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga negara
binaan pemasyarakatan anak yang berlaku di Indonesia dalam
menegakakan dan menciptakan keadilan ditengah masyarakat khususnya

yang menyangkut tindak pidana anak maupun tindak pidana lainnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Menurut latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas terkait
tentang Pidana anak. Maka penulis akan mengidentifikasikan masalah
sebagai berikut:

a. Peran lembaga pemasyarakatan anak kelas 1l B Jombang terhadap hak
warga binaan pemasyarakatan (menurut PP Nomor 28 Tahun 2006
tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan Anak).

b. Peran lembaga pemasyarakatan anak, (menurut PP Nomor 28 tahun
2006 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan Anak).

c. Analisis hukum pidana Islam terhadap peran lembaga pemasyarakatan
anak kelas 1l B Jombang dalam pemenuhan hak warga binaan
pemasyarakatan.

2. Batasan masalah
Untuk membatasi permasalahan maka penulis memberi batasan

masalah sebagai berikut:



a. Peran lembaga pemasyarakatan anak kelas 1l B Jombang dalam
pembinaan narapidana anak (menurut PP Nomor 28 Tahun 2006).

b. Analisis hukum pidana Islam terhadap peran lembaga pemasyarakatan
anak kelas 1l B Jombang dalam pembinaan narapidana anak dibawah
umur (menurut PP nomor 28 tahun 2006 tentang syarat dan tatacara

pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan).

C. Rumusan Masalah
Menurut pada identifikasi masalah pada pembatasannya, maka dapat
dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan anak kelas Il B Jombang
terhadap hak warga binaan pemasyarakatan (menurut PP nomor 28 tahun
2006) ?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap peran lembaga
pemasyarakatan anak kelas Il B Jombang terhadap hak warga binaan

pemasyarakatan (menurut PP nomor 28 tahun 2006) ?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam
suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan
penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:
1. Mengetahui peran lembaga pemsyarakatan anak kelas 1l B terhadap hak

warga binaan pemasyarakatan menurut PP nomor 28 tahun 2006.
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2. Mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap peran lembaga
pemasyarakatan anak kelas Il B Jombang terhadap hak warga binaan

pemasyarakatan.

Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-
kurangnya dua aspek yang mempertegas bahwa masalah penelitian ini
bermanfaat, baik dari segi teoritis mau praktis. Maka dari itu hasil dari
penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua (2) aspek:
1. Aspek Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan
kepada khazanah ilmu Hukum Pidana Islam mengenai perkembangan
dengan kepustakaan yang menelaah analisis hukum pidana Islam terhadap
peran lembaga pemasyarakatan anak kelas Il B Jombang terhadap hak
warga binaan pemasyarakatan menurut PP nomor 28 tahun 2006 pada
khusunya, dan ilmu hukum Islam (figh) pada umumnya.
2. Aspek praktis
Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai
sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khazanah
keilmuan bagi mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam (Siyasah Jinayah)
Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, serta menjadi
rujukan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di tahun

berikutnya.



11

F. Definisi Operasional
Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu
adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam
penulisan skripsi agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini
perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam: Hukum Pidana Islam adalah Perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman ta ’zir
yang bersumber dari dalil (nas), baik dari alqguran maupun hadis ataupun
sumber-sumber yang lain.® Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila
perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad
anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara
dan dijungjung tinggi keberadaanya.Mengenai hukuman yang ditentukan
dalam alquran dan hadis disebut hudud, gisas, dan diyat, sedangkan yang
tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman za zir.

2. Hak : segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah
ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Didalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia hak memiliki pengertian suatu hal uang benar, milik, kepunyaan,
kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan
oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau

untuk menuntut sesuatu, derajat dan martabat.'°

° Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
9

10 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak diakses pada hari jumat tangal 11 Januari 2019 pada jam
08.00 WIB.
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3. Warga Binaan : Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan Warga binaan adalah penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang mendapat pelayanan dan dapat menjalankan
keberfungsian sosialnya

4. lembaga pemasyarakatan : menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1995
tentang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya
disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana

dan Anak Didik Pemasyarakatan

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian
yang sudah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Penulis telah melakukan kajian
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pidana anak."* Akan tetapi, skripsi
yang telah penulis bahas sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian yang
lainnya. Hal ini bisa dilihat dari judul-judul yang sudah ada, meskipun
mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda skripsi yang mempunyai bahasan
yang sama dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain sebagai

berikut:

1 Tim penulis, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015),
8.
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Widya IsImaiyah®®, ~Analisis Hukum pidana Islam Terhadap
Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas [IB Barru,
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017. Dalam penelitian
terdahulu peneliti lebih fokus terhadap bagaimana proses dan kegiatan
pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut, sedangkan
penulis lebih fokus kepada hak-hak apa saja yang akan didapatkan oleh warga
binaan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk persamaan
peneliti terdahulu dan penulis yakni pada metode yang digunakan yakni
metode kualitatif, dan obyek yang dipilih juga sama yakni lembaga
pemasyarakatan.

M. Yudhi Guntara Eka Putra®®, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap
Residivis Anak Pelaku Tindak Pidanan (Studi Di Lembaga Pembinaan
Khususkelas Il Bandar Lampung). Fakultas Hukum Universitas Lampung
2017. Dalam penelitian terdahulu peneliti lebih fokus terhadap pelaksanaan
pembinaan residivis terhadap narapidana anak, sedangkan penulis lebih fokus
kepada hak-hak apa saja yang akan didapatkan oleh warga binaan di lembaga
pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk persamaan peneliti terdahulu dan
penulis yakni pada metode yang digunakan yakni metode kualitatif, dan obyek

yang dipilih juga sama yakni lembaga pemasyarakatan.

'2 Widya Islamiyah, Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1B Barru. (Makassar : Universitas Hasanuddin. 2017)

3 M. Yudhi Guntara Eka Putra, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak
Pidanan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khususkelas Il Bandar Lampung). (Lampung: Universitas
Lampung.2017)
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Vivid Asyida®, Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang 2015. Dalam penelitian terdahulu peneliti lebih
fokus terhadap bagaimana pola yang diterapkan dalam lembaga
pemasyarakatan tersebut, sedangkan penulis lebih fokus kepada hak-hak apa
saja yang akan didapatkan oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan
tersebut. Sedangkan untuk persamaan peneliti terdahulu dan penulis yakni
pada metode yang digunakan yakni metode kualitatif, dan obyek yang dipilih
juga sama yakni lembaga pemasyarakatan.

Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat
gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.
Namun tidak dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para

penulis sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukan dalam penelitian ini.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum
pidana Islam empiris. Penelitian hukum pidana Islam empiris yaitu suatu
metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam
artian nyata dan penelitian hukum dan meneliti bagaimana bekerjanya
hukum di lingkungan masyarakat. Penelitia ini diambil dari fakta-fakta

yang ada di dalam suatu masyarakat, bdan hukum atau badan

 Vivid Asyida, Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B
Kabupaten Klaten. (Semarang: Universitas Negeri semarang.2015)
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pemerintah.™ Penelitian hukum pidana Islam empiris tersebut dilakukan di
lingkungan lembaga pemasyarakatan anak di kelas Il B Jombang sebagai
obyek yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat
dalam suatu bidang ilmu. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang
mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-
ikatan antar manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
pendakatan hukum pidana Islam sosiologis yaitu pendekatan hukum
pidana Islam artinya meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang
berlaku dalam masyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang
berlaku untuk diketahui tingkat keefektivitasannya di masyarakat.
Sedangkan Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data
yang ditemukan di lapangan tentang Analisis Hukum pidana Islam
Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas li B Jombang
Dalam Pembinaan Narapidana Anak (menurut PP Nomor 28 Tahun 2006
Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan)

3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk

memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian yang diambil adalah

> Bahder Jihan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,2008),. 121
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di kantor Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Il B Jombang Jawa
Timur.
4. Jenis dan Sumber Data
Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan  yang
peneliti pakai yaitu:
1. Data Primer
Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk
verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau
perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal
ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel
yang diteliti.'® Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah
sumber data yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada 12
Responden yang berupa Ketua Lembaga Pemasyarakatan, 6 karyawan
dan 5 penghuni lapas.
2. Data Sekunder
Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder
yang merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data
sekunder ini meliputi jurnal, literatur, maupun Undang-Undang yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Data Tersier
Dalam penelitian ini peneliti juga menyertakan data tersier yang

merupakan data pelengkap atas data primer dan sekunder, yang

16 Suharsimi Arikunt, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2014),. 22
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dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan atas data hukum sebelumnya seperti Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.
5. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi (observation) merupakan suatu teknik atau cara
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung. Pengertian lain meyebutkan,
observasi juga merupakan teknik pengamatan dan pencatatan yang
sistematis, terhadap gejala-gejala yang diteliti'’. Teknik observasi
merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti
untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap objek yang diteliti.
2. Wawancara
Teknik wawancara (interview) juga termasuk diantara
bagian dari teknik pengumpulan data, dalam pengertiannya wawancara
adalah tanya jawab lisan antara dua otrang atau lebih yang dilakukan
secara langsung/ tatap muka (Face to face), pewawancara disebut
intervieuwer, sedangkan orang yang di wawancarai disebut interviewe.
Definisi lain menyebutkan, tekhnik wawancara (interview) adalah
teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara

langsung maupun melalui antara pewawancara dengan yang

7 Husaini Usman. Metodologi Penelitian Social, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).54
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diwawancarai sebagai sumber data’®. Antara lain orang yang di
wawancarai adalah 12 Responden yang berupa Ketua Lembaga
Pemasyarakatan, 6 karyawan dan 5 penghuni lapas.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian
hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.
Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang
validitas dan reliabilitasnya, sebab ini sangat menetukan hasil
penelitian.*
6. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan
analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara
kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel,
sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk
kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif
sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengelolaan data
biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:
1. Editing yaitu apabila pencari data telah memperoleh data yang

diperlukan, maka berkas dan catatan informasi akan diserahkan kepada

8 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),. 263

1 Amiruddin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo,
2006). 31
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para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah
meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah
catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dilanjutkan kepada proses
berikutnya.

2. Clasifying yaitu pengelompokan data, data yang diperoleh dari hasil
wawancara atau observasi kemudian dikelompokkan menjadi beberapa
kelompok sesuai dengan sub-sub yang telah ditentukan.

3. Verifying adalah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan
untuk memperoleh keabsahan data. Verifying digunakan agar proses
analisis benar-benar matang karena data yang sudah terkumpul sudah di
verifikasi terlebih dahulu.

4. Analyzing adalah menganalisa data yang diketahui kebenarannya.
Setelah data diterima dari narasumber dan setelah dikelompokkan
sesuai dengan sub pembahasan dan telah melalui pengecekan kembali
data-data tersebut oleh peneliti maka data yang telah terkumpul tersebut
dianalisa secara rinci agar diketahui kebenarannya.

5. Concluding adalah hasil suatu proses penelitian. Dalam metode ini
peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah
diperoleh dari segala proses penelitian.

I. Sistematika Penelitian
Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka

penulis penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
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Bab pertama adalah berisi pendahuluan memuat latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada
bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab kedua adalah berisi kajian teori. yang berkaitan dengan konsep
hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum positif yang mempunyai
peran hukum, macam hukum, dan tujuan hukum.

Bab ketiga adalah berisi tentang data pemetaan yang ada di lapangan
seperti profil lembaga pemasyarakatan, visi misi lembaga pemasyarakatan,
peran lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemasyarakatan.

Bab keempat adalah merupakan inti dari penelitian karena bab ini
akan menjelaskan tentang Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Peran
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Il B Jombang terhadap hak warga
binaan pemasyarakatan (bersadarkan PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang
Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Bab kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah di analisi dari bab-bab
sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna

untuk kemajuan ilmu hukum khusunya hukum pidana Islam.



BAB |1
PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBINAAN
ANAK

A. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun,
mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih.** Pembinaan
sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah
sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna. Dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa ‘“Pembinaan adalah
kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan kepada Tuhan yang Maha
Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.*!

Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari
suatu tujuan dan pembinaan itu juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas
sesuatu. Pembinaan mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga
terutama terhadap hubungan orang tua dan anak, untuk itu keluarga dituntut
untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan mental atau spiritual dengan baik

2. Sanggup memenuhi keperluan finansialnya sebagai biaya pendidikan

3. Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya®.

% M.B. Ali. Deli, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penabur Ilmu, Bandung, 2000, . 82

2! peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga
Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1)

?? sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, .30
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Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk
mempelajari  ilmu murni tetapi dipraktekkan. Tidak dibantu untuk
mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam
pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan
mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam
bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu, unsur pokok dalam
pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.

Kalau dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu
proses dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal baru
yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya
untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang
sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapa baru untuk mencapai
tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik
yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif
dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin bisa
dilakukannya. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi
orang, mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara
terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan
membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup.

Menurut Mangunhardjana, apabila berjalan baik, pembinaan dapat

membantu orang yang menjalaninya untuk :
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1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya

2. Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya

3. Menemukan masalah hidup

4. Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaiknya diubah dan diperbaiki

5. Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup sesuah mengikuti
pembinaan

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai Dr.

Saharjo, S.H, melontarkan gagaran merubah tujuan pembinaan narapidana

dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan saharjo

dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidanam

sebagai berikut® :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal
hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan
bimbingan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau
lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan
kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tida boleh bersifat mengisi

waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara

2 A. Josias Simon R. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. (Bandung :
Lubuk Agung,2011) .12
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saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan
negara.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana
bahwa ia itu penjahat.

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan
sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Dalam pembinaan ada
beberapa komponen pembinaan yaitu pembina, yang dibina, materi
pembinaan, tempay pembinaan, sarana pembinaan dan sejumlah komponen
lainnya. Narapidana adalah subyek sekaligus obyek pembinaan.Pembinaan
narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja (pembinaan
kemandirian), tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga
Pemasyarakatan.

Membentuk manusia mandiri tak terlepas dari sikap mental, karena ini
bagi para tahanan dan narapidana diberikan Kkegiatan yang bersifat
keagamaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keimanan
kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan warga binaan
pemasyarakatan sertaagar mereka menyadari akibat perbuatan yang
dilakukan. Kegiatan olahraga dan kesenian dilaksanakan agar para tahanan

dan warga binaan tidak merasa jenuh dengan harapan mereka dapat
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memulihkan kelelahan dan memberikan rasa kebersamaan bagi mereka.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat waktu senggang atau setelah selesai

melakukan pekerjaan.

B. Tujuan Pembinaan
Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan
tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada
awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi
dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.**
Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964
setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka
yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk
kemudian dari dimasyarakatkan kembali*

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem
Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan yaitu,

Pasal 2 :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk

warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

?*C.1.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Djambatan. 1995. .13
**Soedjono, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, Bandung. Alumni. 1972. .86
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dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
bertanggung jawab.
Pasal 3 :
Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan
pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,
sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang
bebas dan bertanggungjawab.
Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari
sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal
2 dan 3 UU pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem
pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga
yang baik sehingga dapat diterima di dalam masyarakat.
Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pembinaan dapat dibedakan
sebagai berikut :*°
1. Pembalasan (retribusi) : Pembalasan sebagai tujuan pidana atau
pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori
absolute. Menurut penganut faham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri
terletak pmembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang
hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini
merupakan tuntutan keadilan.

2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau

untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri

?® Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni. 1986. . 24
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melainkan untuk tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi
masyarakat atau untuk pengayoman.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai
hukuman, timbulnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem
perlakuan terhadap narapidana serta bangunan fisik yang didirikan dan
dipergunakan untuk menampung para narapidana yang kemudia dikenal
dengan nama bangunan penjara. Adapun fungsi dari bangunan penjara
tersebut sebagai tempat atau wadah pelaksanaan untuk memperlakukan
narapidana sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan penjara tersebut
berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem perlakuan terhadap
narapidana.

Salah satu masalah utama dalam pembaharuan hukum pidana
adalah mengenai masalah pemidanaan. Mengenai tujuan pemidanaan di
Indonesia, maka harus dipikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai
dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 vyakni yang mendasarkan diri atas
keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kehidupan sosial dan
individual. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan
individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari
seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa

tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis®’.

*’Muladi dan Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1994 . 61
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Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan
pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya
berangkat dari ketidaksesuaian pemidanaan dengan perkembangan nilai dan
hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga
manusia yang masih memiliki potensi yang dikembangkan kea rah
perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi
lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.
Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatn, dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan
tindak pidana

2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam
membangun bangsa dan negaranya.

3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan
mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Dengan memperhatikan tujuan  pembinaan yaitu kesadaran,
nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat
menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi
atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai jika narapidana telah

mengenal diri sendiri.
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C. Pengertian Narapidana Anak
1. Pengertian Anak
Di Indonesia, apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan
pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan
pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan
perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah
ini.”®
Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal
1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan : “Anak adalah seseorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah
kawin” Berdasarkan pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1
angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang
dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2) Belum pernah kawin
Oleh penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 4 tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu)
tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha
kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan
kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Sementara itu,

yang dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 2

% R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan I, Sinar Grafika,
Jakarta . 10
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UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah
kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.”

Sedangakan menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan :“Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan”. Dari  pengertian anak sebagaimana yang
dimaksud Pasal 1 angka 1No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa
seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Frasa “berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal tersebut sama
dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1
Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5
Tahun 1998. Sedangkan frasa “termasuk anak yang masih dalam
kandungan”, dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menentukan
bahwa :“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap
sebagai telah dilahirkan, bilamana juga Kkepentingan si anak
menghendakinya.”

Dalam hak ini, yang dianggap “kepentingan si anak menghendaki”

dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah

2 |bid.12.
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“pewarisan” atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak dan

kewajiban pewarisnya.*

2. Pengertian Narapidana Anak

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia
hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang
menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.’* Sedangkan menurut
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang
dimaksud narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, narapidana
termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang
yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga
dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan
khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik
Pemasyarakatan adalah :

a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani

pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

%0 J. Satrio, 1999, Hukum Pribadi, Bagian Persoon Alamiah, Cetakan II, Citra Aditya Bakti,
Bandung, . 21.

*! Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, 2009, . 293
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b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan
pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama
berumur 18 tahun.

c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididikan di Lapas Anak paling
lama sampai berumur 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut pasal 1
ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan,
maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana
terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak, maka sistem hukum
kita membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang
anak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud
anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum
berumur 18 (delapan belas). Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang
melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan
terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.
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D. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk
pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi
Dinas Kepenjaraan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan dari
sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.>> Lembaga pemasyarakatan
sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah
penjara, yakni dimana orang-orang telah dijatuhi dengan pidana teretntu oleh
hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah “Suatu
tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan
pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu
antara terpadu pembina,yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
bertangung jawab”.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk membentuk Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

*Serikat putra jaya,Kapita Selekta Hukum Pidana. Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro,
Semarang : Undip. 2005.h.38



34

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertangung jawab.

Prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan

terhadap narapidana di Indonesia yaitu :**

1.

Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya

sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara

Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat

Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada
sebelum dijatuhi hukuman pidana

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik
harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh
bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberi pekerjaan untuk memenuhi
kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung
usaha peningkatan produksi.

Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik
harus berdasarkan pancasila.

Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia,
dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

sebagai satu-satunya derita yang ia alami.

**Suwarto, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, Volume 25 No.2
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10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi
rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan adalah kegiatan
untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsayarakatan berdasarkan
sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari
sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem
pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara
yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.>

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat
untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di
Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut
dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana
Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa disebut

** A. Josias Simon R. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. (Bandung :
Lubuk Agung,2011)
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narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya
masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses
peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai
negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga
pemasyarakatn disebut pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan
istilah sipir penjara.

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai
bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses
seseorang, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan
sebagai penjahat. Lapas sebagai tempat memproses seseorang tidak
mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya. Ini yang
membedakan lapas dengan institusi yang lain seperti perusahaan, universitas
atau organisasi kemasyarakatan yang dapat melakukan seleksi input terlebih
dahulu.

Sebagai lembaga koreksi, lembaga ini menampung beragam
karakteristik pelanggar baik dari segi jenis kelamin maupun semua ras.
Karena itu, petugasnya pun harus mewakili berbagai karakteristik ini. Petugas
yang berdedikasi dan antusias dibutuhkan dalam melaksanakan effective
correctional system. Karir dalam lembaga koreksi menawarkan kesempatan
untuk mentransfer feeling of concern terhadap orang lain melalui tindakan
positif.

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana

fisik cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana seperti adanya
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sarana perkantoran, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana olahraga
berupa lapangan, sarana sosial berupa tempat untuk kunjungan keluarga, aula

pertemuan dan ruang konsultasi, sarana transportasi.

E. Pengertian Hak-Hak Anak
Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum
Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani
maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri
sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin,

memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu.

Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang
sangat tinggi , bahkan Alqur’an menjamin adanya hak pemuliaan dan
pengutamaan manusia, seperti dalam surat Al-Isra’ ayat 70 berikut:

ablindy il (e aAUE Yy saally Tl L adlUilas a3l 5 Ui K 86l

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. Al-
Isra’: 70)*

Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh
pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara,
bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam proses

peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan

3> Departemen agama republik indonesia, Al-Quran dan terjemah(semarang: PT Hidahkarya

Agung Jakarta, 2002) 27
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pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap

memperhatikan hak-hak yang lainnnya).

Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus
ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu,
mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak,
mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai
motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak
memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah
pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan
anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan

yang konstruktif*®.

Berikut juga terdapat faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam
proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang
pertama: faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam

proses peradilan pidana adalah:

a) Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang dasar 1945,
garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang
positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-

undang kesejahteraan anak).

*® Shanty Dellyana,1998,Wanita dan anak dimata hukum,yogyakarta:L iberti,hal.6-7.
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b) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah
permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara
bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.

c) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak
termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak,
usahausaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap
kepentingan anak.

d) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata

dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Selanjutnya, Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan

hakhak anak dalam peradilan pidana, adalah:

a) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan,
pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha
perlindungan anak.

b) Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu
permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan

tanggung jawab nasional®”.

Selanjutnya Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

%7 Wagianti soetodjo,2006,Hukum pidana anak,Bandung:refika aditama,hal.72.
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negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut
Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya

anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014
tentang perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal

18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.
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Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan

orang tua atau wali.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan

diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
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(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a),
Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan

anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan

kepatutan.

Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang

pengadilan anak yang terdapat dalam pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 25 selama dalam
waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan

dalam undang-undang ini.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib
memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh,
mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1).
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(3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan
langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh

pejabat yang berwenang.*®

F. Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan
adanya bimbingan khusus yang dimulai dari aspek terkecil dalam kehidupan
yaitu keluarga, masyarakat maupun negara sehingga tumbuh kembang anak
dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan®. Dalam konstitusi
Indonesia, anak memiliki peran signifikan yang dijelaskan bahwa negara
Indonesia mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya

yang tidak dilarang

*® pasal 4-18 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan
** R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 97
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g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
lainnya

h. Mendapatkan masa pengurangan pidana

i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga

j. Mendapat kebebasan bersyarat

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas

I. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut
meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di lembaga
pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari yang ada dalam
masyarakat anak memiliki hak yang sangat hakiki*°, diantaranya:

a. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang;

b. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan;

c. Anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya;

d. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya;

e. Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;

%% Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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f. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
g. Anak berhak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;
h. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.

Tujuan penjatuhan pidana bagi anak bukan ditujukan untuk memberikan
hukuman atau penderitaan bagi anak atas perbuatan yang telah dilakukannya
akan tetapi diarahkan pada pembinaan dan pendidikan yang diperlukan bagi
perkembangan jiwanya serta dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
pada anak agar melalui pembinaan diperoleh jati dirinya untuk menjadi
manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara*’.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan
anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan
perlindungan anak®’, diantaranya:

a. Prinsip Non Diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 2 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan non

diskriminasi adalah tidak ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau
1.4

menta

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of The Child).

** Darwan, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 31

* Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa
Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, him. 53.

* Pasal 2 huruf ¢ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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Berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan
kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus
selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
anak.**

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Right to
Life, Survival and Development).
Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan hak hidup,
tumbuh dan berkembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak
yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua.*

d. Prinsip Pembinaan dan Pembimbingan
Berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan pembinaan
dan pembimbingan adalah kegiatan untuk meningkatkan kwalitas
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa™.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

(fundamental right and freedoms of children) serta berbagai kepentingan

* Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
** Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
*¢ Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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yang berhubungan dengan kesejahteraan anak®’. Berangkat dari pembatasan

tersebut, maka perlindungan hukum bagi anak mencakup*®:

a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;

b. Perlindungan terhadap hak asasi anak;

c. Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan
kesejahteraan.

Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak yang
mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban
untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum, yaitu dengan mengeluarkan ‘“Undang-Undang Nomor
39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23/2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23/2002 dan Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak™.

Pemerintah telah melakukan usaha perlindungan anak yaitu dengan
diterbitkannya UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun dalam
pelaksanaannya masih  banyak terdapat kendala untuk dapat
melaksanakannya secara sempurna sesuai dengan amanat Konvensi Hak
Anak. Untuk itu anak yang berhadapan dengan Hukum perlu penanganan

berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu Lembaga

* Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, him. 153

*® pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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Pembinaan Khusus Anak harus dapat memberikan dukungan yang layak bagi
perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan ketentuan pada UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA,
Anak yang menjalani pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak. Anak yang sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pembinaan
Khusus Anak memiliki hak*, diantaranya:

a. Anak yang menjalani pidana mendapat pengurangan masa pidana;

b. Anak yang menjalani pidana memperoleh asimiliasi;

c. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

d. Anak yang menjalani pidana memperoleh pembebasan bersyarat;

e. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti menjelang bebas;

f. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti bersyarat;

g. Anak yang menjalani pidana memperoleh hak-hak lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Hukum Pidana Islam Takzir
Jari<mah ta’zi<r adalah Jari<mah yang diancam dengan hukuman
ta’zi<r. Pengertian ta zi<r berasal dari bentuk mashdar =2 = yang secara
etimologis berarti menolak atau mencegah.”® Dalam dunia pesantren, istilah
ta’zi<r diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk
hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, misalnya kesiangan

shalat subuh atau tidak ikut mengaji tanpa ada alasan yang benar. Hukuman

* Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
*°Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140.
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tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali
perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.>

Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks figih
Jinayah adalah seperti di bawabh ini:

sl L s A E s la lea i & SIS (e 300 6l T Cssall b Lo Al
Caoaladll aalsl) j }f‘ﬁ\

“Ta’zi<r adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar

hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau

Hakim.”

Sebagian ulama mengartikan ta zi<r sebagai hukuman yang berkaitan
dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan
Al-Qur’an dan Hadis, ta’zi<r berfungsi memberikan pengajaran kepada si
terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan

serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan

maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman h{ad atau kafarat.*

1. Macam-Macam Jari<mah Ta’zi<r

Dilihat dari hak yang dilanggar Jari<mah ta ’zi<r dapat dibagi menjadi
dua bagian, yaitu: -
1. Jari<mah ta’zi<r yang menyinggung hak allah adalah semua perbuatan

yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.

A, Djazuli, Figh Jinayah (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam(Figih Jinayah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 119
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2. Jari<mah ta’zi<r yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan
yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Dari segi sifatnya, Jari<mah ta’zi<r dapat dibagi kepada tiga bagian,
yaitu:

1. Ta’zi<r karena melakukan perbuatan maksiat

Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan
melakukan perbuatan yang diharamkan.

2. Ta’zi<r karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan
umum. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa
ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan
karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah
terdapat unsur merugikan kepentingan umum.>?

3. Ta’zi<r karena melakukan pelanggaran

Dalam merumuskan ta zi<r karena pelanggaran terdapat beberapa
pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan
yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan)
atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk
ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka
dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan ta zi<r.

Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan
mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman ta’zi<r. Karena

tazi<r hanya bisa dikenakan jika ada fa’lif (perintah atau larangan).

*% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.
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Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukan
bahwa perbuatan itu wajib atau haram.>

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya),
ta zi<r juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jari<mah ta’zi<r yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau gis{as{,
tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti
pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

2. Jari<mah ta’zi<r yang jenisnya disebutkan dalam nas syara’ tetapi
hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi
takaran dan timbangan.

3. Jari<mah ta’zi<r yang baik jenisnya maupun sanksinya belum
ditentukan oleh syara’ jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil
amri, seperti pelanggaran disipilin pegawai pemerintah.>
a. Jari<mah ta’zi<r yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila
hukuman mati (gis{as{) dimaafkan maka hukumannya diganti diat.
Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak
menjatuhkan hukuman ta zi<r apabila hal itu dipandang lebih
maslahat.

b. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan
Menurut Imam Malik, hukuman fa zi<r dapat digabungkan

dengan ghisash dalam jarimah pelukaan, karena gishash merupakan

** 1bid, 256.
*>Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.
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hak adami, sedangkan ta zi<r sebagai imbalan atas hak masyarakat.
Disamping itu, ta’zi<r juga dapat dikenakan terhadap jarimah
pelukaan apabila gis{as{nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan
karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara.

Menurut mazhab Hanafi, syafi’i, dan Hanbali, ta’zi<r juga
dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan
dengan berulang-ulang (residevis), disamping dikarenakan hukuman
gis{as{.

Jari<mah ta’zi<r yang Dberkaitan dengan kejahatan terhadap
kehormatan dan kerusakan akhlak
Jari<mah ta’zi<r macam yang ketiga ini berkaitan dengan
jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus
perzinaan yang diancam dengan ta zi<r adalah perzinaan yang
tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau
terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat
(objeknya).*® Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-
perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita
yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan
sebagainya.
Penuduhan zina yang dikategorikan kepada fa zi<r adalah
apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria

muhshan menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan

% Ibid.
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iffan (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat-
syarat tersebut maka ia termasuk ghair muhshan. Termasuk juga
kepada ta’zi<r, penuduhan terhadap sekelompok orang yang
sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang
yang dimaksud. Demikian pula tuduhan zina dengan ginayah
(sendiri), menurut pendapat Imam Hanifah termasuk kepada
ta’zi<r, bukan hudud.*’

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan
kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada ta zi<r, seperti
tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Panggilan-
panggilan seperti wahay kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan
semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman

ta’zi<r.®
d. Jari<mah ta zi<r yang berkaitan dengan harta

Jari<mah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah
pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-
syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman h{ad.
Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak
terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman h{ad, melainkan
hukuman ta’zi<r. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain
seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak

mencapai batas nisbah, meng-ghasab, dan perjudian. Termasuk

5" Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 39.
8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,...,257.
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juga kedalam kelompok ta zi<r, pencurian karena adanya subhat,
seperti pencurian oleh keluarga terdekat.

Jari<mah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap,
juga termasuk ta’zi<r. Demikian pula apabila terdapat syubhad
baik dalam pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti
perampokan dimana salah seorang pelakunya adalah anak yang

masih dibawah umur atau perempuan menurut Hanafiyah.

. Jari<mah ta ’zi<r yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jari<mah ta’zi<r yang termasuk dalam kelompok ini,
antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan
keterangan yang benar) didepan sidang pengadilan, menyakiti
hewan, melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah
orang lain tanpa izin).>
Jari<mah ta zi<r yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jari<mah ta’zi<r yang termasuk dalam kelompok ini

adalah
1) Jari<mah yang menganggu keamanan negara/pemerintah,
seperti spionase dan percobaan kudeta
2) Suap
3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam

menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim

% Ibid.
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untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan
hakim dalam memutuskan suatu perkara

4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap
masyarakat

5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap
peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap
pengadilan, dan menganiaya polisi

6) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan
(penjahat)

7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel

8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan
bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan

menaikan harga dengan semena-mena.®

% Ibid.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas 11B

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Klas [1B Jombang, sebelumnya
bernama Lambaga Pemasyarakatan tertentu, dibangun pada Tahun
1920 oleh Kolonial Belanda. Letak bangunannya sangat strategis, yaitu
berada ditengah-tengah kota Jombang. Tepatnya di Jalan K.H Wahid
Hasyim nomor 155 Jombang yang mempunyai luas tanah 8.360 m?
dan luas bangunan 4.950 m? serta mempunyai batas wilayah sebagai

berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Rutan

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan  Kelurahan

Kaliwungu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Monumen Mastrip dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya K.H. Wahid Hasyim.

Seiring perkembangan jaman, Lembaga Pemasyarakatan
Tertentu menurut Kerputusan Menteri Kehakiman Republik Indonseia

Nomor : M.03-UM.01.06 Tahun 1983, tanggal 16 APRIL 1983 tentang
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Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu berubah status menjadi

Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ).

Selanjutnya pada tahun 2003 tepatnya pada tanggal 16 APRIL
2003 sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M.05 PR.07.03 Tahun 2003, tentang
perubahan status Rumah Tahanan Negara Jombang menjadi Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1B Jombang yang mana dalam pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU. Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, dimana dijelaskan  tujuan  untuk
meningkatkan kwalitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang
dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan, sehingga
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab.

Lembaga Pemasyarakatan Klas [IB Jombang dalam
melaksanakan tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di

Daerah, yaitu diwilayah Kabupaten Jombang.
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2. Struktur Organisasi Lapas Jombang

3. Petugas Lapas

Tabel 4.1
Jumlah Petugas Lapas

JENIS KELAMIN
GOLONGAN JUMLAH
PRIA WANITA

\% 1 - 1

" 36 7 43

1 17 1 18

I - - -
JUMLAH 53 8 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



4. Warga Binaan

a. Isi Penghuni

Tabel 4.2
Penghuni Lapas
No Status Isi Awal | Tambah Kurang | Isi Akhir
1 | TAHANAN 439 66 109 396
2 | NARAPIDANA 247 109 90 266
JUMLAH 686 175 199 662
b. Tahanan
Tabel 4.3
Jumlah Tahanan
Jenis Kelamin
No Golongan
Pria Wanita
1 (Al 147 Orang 6 Orang
2 Al 56 Orang 2 Orang
3 A 1l 162 Orang Orang
4 AV 13 Orang Orang
5 AV - Orang Orang
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JUMLAH 378 Orang 18 Orang
c. Narapidana
Tabel 4.4
Jumlah Narapidana
Jenis Kelamin
No Golongan
Pria Wanita
6 Hukuman Mati - Orang - Orang
7 Seumur Hidup - Orang - Orang
8 B I 174 Orang 1 Orang
9 B lia 82 Orang 1 Orang
10 B lib 4 Orang - Orang
11 B Il 4 Orang - Orang
Jumlah 264 Orang 2 Orang
1.2 Jumlah Narapidana yang didaftarkan ke Pusat 109 Orang
1.3 Jumlah Napi yang dipindahkan dari LP ke LP lain 7 Orang

1.4 Jumlah penghuni yang umur 18 Tahun ke bawah

23 Orang
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1.5 Jumlah Napi / Tahanan menurut jenis kejahatan 662 Orang
1.6 Jumlah Anak Sipil yang dipinjam ke Instansi - Orang
1.7 Jumlah Anak Sipil yang didaftarkan ke Pusat - Orang
1.8 Jumlah Anak Negara yang didaftarakan ke Pusat - Orang
1.9 Jumlah Narapidana yang mendapat Remisi Umum - Orang

5. Jadwal Pembinaan

Tabel 4.5
Jadwal Pembinaan

HARI JAM PELAJARAN DARI OLEH
10.00 | Belajar Al Qur’an Pondok Pesantren Midanut 2 Santri, Ustad
— dan Sholat Taklim Mayangan Jogoroto Suja’i dan
11.15 Fauzi
Belajar Hafalan Juz 2 Santri, Ustad
SENIN 10.00 Amma
- Pondok Pesantren Tebuireng Hamdan dan
11.15
Irfan
16.00 Pondok Pesantren AT 2 Santri, Ustad
- Tahlil & Yasiin TAUFIK Sambong Jombang o
17.00 Nasiudin dan
' Samud
10.00 | Belajar Al Qur’an Pondok Pesantren Midanut 2 Santri,
- dan Sholat Taklim MayanganJ ogoroto UstadSuja’i dan
SELAS 11.15 Fauzi
A

10.00 | BelajarHafalanJuzAm | Pondok Pesantren Darul Ulum | 2 Santri,
- ma Peterongan UstadMunif dan
11.15 Junaidi
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16.00 | Rebana/ Hadrah Pondok Seribu Rebana Ustad.Bayin.
- Kab.Jombang
17.00
Gereja Katolik dan G K J W
Agama Kristen Jombang Pendeta
SINGGIH.A
10.00
11.30
10.00 | Belajar Al Qur’an Pondok Pesantren Midanut 2 Santri,
- dan Sholat Taklim Mayangan Jogoroto UstadSuja’i dan
11.15 Fauzi
10.00 Belajar Hafalan Juz Pondok Pesantren Tebuireng | 2 Santri, Ustad
B Amma
RABU Hamdan dan
11.15 Irfan
13.00 Polres Jomban Ustad Saifuloh
- Pencerahan Hati (E S g Alfian
selesa Q)
i
10.00 BN Al Quran Pondok Pesantren 2 Santri,
- ; MidanutTaklimMayanganJogo | UstadSuja’i dan
dan Sholat :
11.15 roto Fauzi
13.00 | BelajarHafalanJuzAm | Pondok Pesantren Darul Ulum | 2 Santri,
KAMIS — ma UstadMunif dan
14.00 Junaidi
16.00 Tahlil & Yasiin Pondok Pesantren AT 2 Sgntrl, Ustad
N TAUFIK Sambong Nasiudin
17.00
09.00
- Sholawatan sholawat Lapas Jombang Ustad Fagih
Muhammad
11.00
10.00 | Hafalan Juz Amma Pondok Pesantren Tebuireng | 2 Santri
JUM’AT 1115
11.30 , Kementerian Agama Sesuai jadwal
— | Sholat Jumat dari DEPAG
13.00 | Pelamaa ( DEPAG)
16.00 Rebana / Hadrah Pondok Seribu Rebana Ustad Bayin.

Kab.Jombang.
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17.00

K.H.
NURHADI

Pondok Pesantren Fallahul (Mbah Bolong)

16.00 Ceramah Agama Muhibin Watugaluh — Diwek
— Jombang.

Islam

Disiarkan
secara langsung
oleh Radio
Kartika FM
90.7

SABTU -
17.30

1. Benyamin
Ballo

2. Hari
Tjahyono

MINGG 09.00 Bimbingan Kementerian Agama

11'00 Kerohanian Kristen Kabupaten Jombang Etan Tulak.

4. Sunardi
5. Sri Rahayu

(S.Th.)

Yayasan Metafisika Pendekar
Da’wah KH.
Ma’rifat Billah Jombang RHAFI DZAR

Setiap 10.00 MUHAMMAD

awal Ceramah Agama
bulan Islam AL-FATH

tanggal 1 12.00 II?\IZULKARNA

Hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan narapidana
anak adalah mengembalikan mental anak yang tentunya terganggu

kesehatannya akibat tinggal di lembaga pemasyarakatan. Lembaga
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Pemasyarakatan Jombang menerapkan program-program rohani untuk
kebutuhan mental anak. Ceramah agama yang diisi oleh para ulama di
Kabupaten Jombang, sholat berjamaah dan belajar mengaji juz ammah
adalah bentuk usaha lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan
sarana kerohanian bagi anak. Tujuannya agar anak merasa lebih tenang
jiwanya serta dapat menyadari perbuatannya yang salah tanpa harus

menghukup anak melalui kekerasan.®*
1) Pemisahan dari orang dewasa

Bangunan dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang sudah
disiapkan untuk beberapa kategori narapidana/tahanan. Artinya tempat
untuk anak sudah dipisah dengan orang dewasa. Hal ini bertujuan
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa dilakukan
oleh orang dewasa ketika anak diletakkan satu ruangan dengan orang
dewasa. Misalnya anak diberi pengaruh-pengaruh yang negatif oleh
narapidana lainnya, atau anak mengalami kekerasan fisik atau mental

ketika harus berdekatan dengan orang dewasa.®

Namun, pemisahan dari orang dewasa hanya dikhususkan
untuk tempat tidur. Dalam hal sosialisasi dan pembagian tugas, semua

narapidana diperlakukan sama. Artinya kewajiban untuk orang dewasa

® Abdul Rokib,Staff Urusan Umum, Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
®2 Abdul Haris, Staff Sub Seksi Keamanan, Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
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seperti beribadah, olahraga, dan ketrampilan-ketrampilan lain juga

harus dilakukan oleh anak.®®

Di lembaga pemasyarakatan jombang, jumlah tahanan dan
narapidana yaitu sebanyak 600 orang, dengan gedung yang hanya
berkapasitas 200 orang.®* Artinya pembinaan narapidana khususnya
anak di lembaga ini benar-benar belum bisa dikatakan layak bahkan
tidak mansiawi. Anak yang seharusnya dipisahkan dengan orang tua,
hanya mendapatkan pemisahan tempat tidur. Untuk seluruh kegiatan
yang dilakukan anak, bahkan belajar dalam lembaga terpaksa
disatukan dengan orang dewasa. Padahal dalam proses membina anak,
seharusnya anak mendapatkan perlakuan dan tempat khusus, serta
pengajar yang khusus yang memang bidangnya dalam membina anak

seperti psikolog anak.
2) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Dalam kaitannya dengan hak mendapatkan bantuan hukum,
semua tahanan maupun narapidana, baik yang dewasa maupun anak-
anak, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa

penasehat hukum atau pengacara sejak ditangkap sebagai tahanan

®*Narapidana HN , Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
% Data dariKasub Bag Tata Usaha LapasJombang
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sampai menjalani proses pengadilan.®® Penasehat hukum bisa dipilih

sendiri oleh tersangka ataupun ditentukan oleh negara.

3) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya

oleh anak

Untuk hal menerima kunjungan, lembaga pemasyarakatan
jombang memfasilitasi sebuah ruang aula untuk tempat berkunjung
bagi seluruh pengunjung, tentunya sesuai jadwal yang ditentukan oleh
pihak lembaga agar seluruh pengunjung bisa bergantian melakukan

kunjungan di dalam lembaga.®®

Agar bisa mengunjungi narapidana atau tahanan yang berada di
dalam lembaga pemasyarakatan jombang, pengunjung harus antri
melalui pintu masuk. Kemudian petugas akan memanggil sesuai urutan
antrian. Setelah itu akan dilakukan penggeledahan barang bawaan
yang dibawa pengunjung ke dalam lembaga. Petugas akan menyita
barang-barang yang dianggap bahaya untuk dibawa ke dalam lembaga
seperti benda tajam,korek api, dan barang lainnya seperti handphone.
Pengunjung hanya boleh membawa surat untuk serta makanan dan
pakaian. Hal ini mencegah komunikasi yang membahayakan antara
pengunjung dan narapidana jika tidak dilakukan penggeledahan barang

bawaan.

®Nur Akhmadi, Kepala Lembaga, Wawancara (Jombang, 18Agustus 2019)
®*Narapidana FL, Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
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4) Pemberian pendidikan

Dalam hal pendidikan non formal, lembaga pemasyarakatan
jombang memfasilitasi narapidana anak dengan seminar-seminar yang
bekerjasama dengan LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan
Anak) Kabupaten Jombang yang secara rutin mengunjungi lembaga
untuk memberikan materi umum terkait pembinaan narapidana anak.
Seminar ini wajib diikuti oleh seluruh narapidana anak yang berada
dalam lembaga pemasyarakatan.®’

Sedangkan untuk pendidikan formal, lembaga menyediakan
program kejar paket bagi narapidana anak yang ingin melanjutkan
sekolahnya. Untuk pendidikan formal tidak diwajibkan untuk semua
narapidana anak melainkan hanya yang ingin saja. Karena berada di
dalam lembaga, anak cenderung malas atau takut untuk melanjutkan
lagi pendidikannya, serta keadaan di dalam lembaga yang jauh dari
rumah mereka membuat Kkesulitan menyiapkan berkas-berkas
persyaratan untuk mengikuti kejar paket.

5) Pemberian pelayanan kesehatan

Untuk hal pelayanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan
jombang memberikan pertolongan pertama bagi narapidana yang sakit
untuk dipindah ke rumah sakit daerah jika diperlukan, dengan
pengawasan petugas lembaga. Lembaga pun menjamin makanan yang

layak untuk narapidana sebanyak 3 kali sehari dan tidak pernah

®” Affandi,Seksi Binadik dan Giadja,Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
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terlambat.®® Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang
diwawancarai oleh penulis dan berstatus sebagai narapidana di
lembaga pemasyarakatan jombang.

6) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama
memberi pengertian agar anak binaan pemasyarakatan dapat
menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang
salah. Pembinaan kesadaran beragama dilakukan melalui kewajiban
yang diberlakukan bagi semua narapidana anak untuk mengikuti sholat
jamaah wajib 5 waktu. Selain sholat, lembaga juga mengajarkan
narapidana anak untuk membaca Al Qur’an untuk lebih mendekatkan
diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, lembaga bekerja sama
dengan pengasuh pondok pesantren yang ada di jombang, untuk
bergantian mengisi ceramah agama di dalam lembaga®®. Hal ini
bertujuan untuk menambah pengetahuan agama bagi narapidana
khususnya anak, supaya kebutuhan rohani di dalam lembaga tetap
terpenuhi.

Ceramah yang diberikan kepada narapidana anak, dibagi menjadi
dua yaitu ceramah agam dan ceramah umum. Pokok-pokok materi
yang akan diberikan pemateri kepada narapidana harus diketahui oleh
pihak lembaga pemasyarakatan, dan Kkegiatan ceramah atau

penyuluhan tidak boleh menyinggung perasaan atau menimbulkan

**Narapidana DV, Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
® Arif Anang, Staff Honorer Seksi Kegiatan Kerja, Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
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keresahan para tahanan dan narapidana, khususnya anak yang masih
dibawah umur, karena psikologi mereka di dalam tahanan bisa
terganggu.

Setiap kegiatan ceramah atau penyuluhan di dalam lembga
pemasyarakatan harus selalu diawasi oleh petugas agar tidak
digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat mengganggu
keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk
pelaksanaan ceramah atau penyuluhan, dilakukan di aula lembaga
pemasyarakatan jombang yang disedikan untuk tempat berkumpul
semua tahanan dan narapidana.

Pembinaan kerohanian dilakukan agar anak dapat dengan
mudah diterima kembali ke masyarakat dan lingkungannya. Untuk
mencapai ini, selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dibina
terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial
secara gotong royong sehingga pada saat mereka kembali ke
masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat
berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya,
kegiatan atau pembinaan kesadaran beragama di lakukan rutin setiap
hari terkadang juga ada pendakwah yang di hadirkan di lapas ini.”

7) Pembinaan jasmani
Selain pembinaan rohani, lembaga pemasyarakatan juga memenuhi

kebutuhan jasmani tahanan khususnya narapidana anak untuk menjaga

"Narapidana NS, Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
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kondisi kesehatan jasmani anak melalui olahraga, kesenian dan
kegiatan rekreasional sesuai dengan fasilitas yang tersedia di lembaga
pemasyarakatan jombang. Senam pagi yang wajib diikuti oleh seluruh
tahanan merupakan contoh pembinaan jasmani yang diberikan dalam
lembaga. Dengan lapangan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan
jombang, seluruh warga binaan lembaga bisa senam pagi setiap hari.
Selain itu, warga binaan bisa bermain sepak bola, voly, maupun catur
di dalam lembaga pemasyarakatan selama kegiatan tersebut bersifat
menghibur yang positif. Pelaksanaan olahraga atau permainan di
dalam lembaga, semua kegiatan harus diawasi oleh petugas demi
keamanan dalam lembaga, dalam pembinaan jasmani kami di dini di
agendakan rutin senam setiap pagi setelah itu bisa mengisi kegiatan
olahraga lain yang bersifat menghibur dan positif.”
8) Pembinaan kemampuan intelektual
Selain pembinaan agama, hal yang penting untuk diberikan kepada
anak meskipun statusnya adalah narapidana adalah pembinaan
intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan
berpikir anak binaan lembaga pemasyarakatan semakin meningkat
sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama
masa pembinaan. Pembinaan intelektual juga berfungsi untuk

menggantidan menyeimbangkan ketertinggalan pendidikan formal

"Narapidana AA, Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
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yang terpaksa ditinggalkan oleh anak ketika sudah ditetapkan sebagai
narapidana.

Pembinaan intelektual dilakukan melalui pendidikan formal
maupun non-formal. Pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diikuti oleh
semua warga binaan. Pembinaan formal dilaksanakan melalui progam
kejar paket yang bisa diikuti oleh narapidana anak. Dengan syarat-
syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pendaftar kejar paket, anak
yang berstatus narapidana bisa mengikuti kejar paket dan mendapatkan
ijazah selayaknya pendidikan formal diluar lembaga pemasyarakatan. "2

9) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan
khususnya anak, dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum
yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi
sehingga menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia, ketertiban kepada hukum. Penyuluhan
hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk pribadi sadar hukum
yang dibina selama di lembaga pemasyarakatan maupun saat kembali
di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan

langsung oleh penyuluh yang berhadapan langsung dengan narapidana

"2Siswoyo, Staff Seksi Kegiatan Kerja, Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)
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anak melalui ceramah, diskusi, sarasehan, peragaan dan simulasi
hukum.”

Setiap tahanan di lembaga pemsyarakatan jombang berhak
memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum. Kepada tahanan
diberikan penyuluhan hukum dan untuk itu, kepala lembaga
pemasyarakatan bekerja sama dengan instansi penegak hukum
setempat seperti kepolisian, kejaksaan maupun lainnya yang terkait

dengan pembinaan narapidana khususnya anak.

6. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Jombang

Fasilitas yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1B Jombang antara

lain sebagai berikut :

[

©

. Ruang Recepsionist
Halaman Upacara
Ruang Tunggu

. Toilet Tamu

Kamar

Kasur Lipat

. Kipas Angin
Lemari Kecil

. Ruang Makan

"®Kusnan,Staff Seksi Admin Kamtib, Wawancara (Jombang, 25Januari 2019)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dapur

Toilet Penghuni Lapas
Tempat Mencuci Pakaian
Tempat Menjemur Pakaian
Lapangan Voli

Taman

Tempat Ibadah

Ruang Kelas Untuk Belajar
TV

Pengeras Suara
Perpustakaan

Gudang

Ruang Kesehatan (UKS)
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BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK WARGA
BINAAN

A. peran lembaga pemasyarakatan anak kelas Il B Jombang terhadap
hak warga binaan pemasyarakatan (menurut PP nomor 28 tahun
2006)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1)
menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan
kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan.

Jika dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu
proses dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal
baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang Yyang
menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan
kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapa
baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara
lebih efektif.

Dari definisi tersebut bisa difokuskan pembinaan itu bisa berupa
suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan pembinaan
itu juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu yang dituju.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang
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yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga

dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan

khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

1. Pemenuhan Hak Narapidana Anak

Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus

dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan yaitu :

a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan

C.

pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari
kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan
pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada
warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna
dalam masyarakat.

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan
pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di
dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya.
Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga
binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan

berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa
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kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan
menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga
pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan
berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan,

ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.

. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga

binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan
menghormati harkat dan martabatnya.

Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa
warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga
Pemasyarakatan ~ untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai
keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu itu adalah
untuk  memberikan  kesempatan kepada negara  guna
memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama
dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh
hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-
hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan
kesehatan,makan,  minum,pakaian, tempat tidur, latihan
ketrampilan,olahraga,atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh
diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya,
disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya

dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
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g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu,
bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan
dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari
masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan
dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam
lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan
kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti

program cuti mengunjungi keluarga.

Amanah undang-undang perlindungan anak terhadap
narapidana anak di lembaga pemasyarakatan seharusnya dilakukan
dengan memperhatikan hak-hak anak sesuai Pasal 3 Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui :

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umurnya

b. Pemisahan dari orang dewasa

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional

e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain
yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan

derajatnya
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f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur
hidup

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak
memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya

j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya
oleh anak

k. Pemberian advokasi sosial

I. Pemberian kehidupan pribadi

m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas

n. Pemberian pendidikan

0. Pemberian pelayanan kesehatan

p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan

Jombang

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan
dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Di Lembaga Pemasyarakatan Jombang, pola

pembinaan narapidana anak dilaksanakan sebagai berikut :
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a. Pembinaan Kepribadian

Dalam pembinaan kepribadian narapidana anak, lembaga
menerapkan beberapa cara dalam mengembangkan kepribadian
anak dengan tujuan supaya kelak ketika anak sudah kembali ke
orang tua masing-masing, terjadi perubahan yang lebih baik dari
kepribadian yang sebelumnya kurang baik menjadi pribadi yang

baik dan patuh hukum.

Sedangkan pembinaan non-formal di dalam lembaga
yang bisa dilakukan dengan mudah ialah kegiatan-kegiatan
ceramah umum dari berbagai lembaga yang bekerja sama
dengan Lembaga Pemasyarakatan Jombang. Seperti ceramah
agama oleh pengasuh pondok pesantren yang da di Jombang,
maupun ceramah umum yan diberikan oleh kepolisian,
kejaksaan, maupun dari LP2A (Lembaga Perlindungan
Perempuan dan Anak) Kabupaten Jombang. Isi ceramah yang
bermacam-macam, tetap menekankan bahwa narapidana
khususnya anak di dalam lembaga pemasyarakatan harus
menjadi pribadi yang baik dan taat hukum. Hal ini bertujuan
agar nanti anak dapat mudah diterima kembali oleh

masyarakat.
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Pembinaan Ketrampilan

Selain pembinaan kepribadian, kepada tahanan lembaga

pemasyarakatan jombang juga diberikan pembinaan ketrampilan.

Pembinaan ketrampilan diberikan melalui :

1)

2)

3)

Bimbingan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
misalnya kerajinan tangan,industri, rumah tangga dan
sebagainya.

Bimbingan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri
kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian
dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi, misalnya
mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga.

Ketrampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-
masing. Dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu
diusahakan perkembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki
kemampuan merajut, maka diusahakan penyediaan peralatan
rajut seperti benang, jarum, yang kemudia digunakan oleh

tahanan untuk mengembangkan bakatnya itu.

Untuk mengetahui setiap bakat yang dimilik oleh tahanan

atau narapidana khususnya anak, dilakukan penelitian bagi mereka

yang baru masuk lembaga pemasyarakatan tentang bakat dan minat

apa yang dimiliki oleh setiap tahanan. Pelaksanaan ketrampilan

bakat dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas
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kecakapan alami yang dimiliki tahanan misalnya melukis,
mengukir, merajut, dan lain lain. Ketrampilan yang didukung
lembaga merupakan ketrampilan yang bermanfaat dan dapat
dikembangkan lebih lanjut seperti mendaur ulang sampah plastik

menjadi hiasan ruangan.

Pembinaan ketrampilan penting untuk diberikan kepada
tahanan agar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat di
dalam lembaga. Karena setelah keluar dari lembaga
pemasyarakatan atau dikatakan bebas, sedikit sekolah formal yang
kembali menerima mantan narapidana anak. Sehingga jika tidak
dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat, maka
mantan narapidana anak akan menjadi pengangguran yang tidak
bisa melakukan apapun. Dengan ketrampilan yang diperoleh
selama masa tahanan, setidaknya anak bisa mengembangkan
bakatnya tersebut dirumah atau lingkungannya tempat ia kembali
nanti. Hasil karyanya pun bisa dijual dan menghasilkan uang atau
dimanfaatkan sendiri dirumahnya. Lembaga pemasyarakatan
jombang mengharapkan warga binaannya berperilaku produktif
selama di dalam tahanan supaya tidak hanya terpuruk dengan

hukumannya.

Narapidana anak sebagai warga masyarakat dan sebagai

warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan secara adil,
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maka mereka perlu diberikan pendidikan yang programnya

disesuaikan dengan kondisi serta keberadaan mereka.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari
sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal
2 dan 3 UU pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem
pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga
yang baik sehingga dapat diterima di dalam masyarakat.

Peran lembaga pemasyarakatan kelas 1IB Jombang menurut penulis
sudah baik dan sudah memenuhi sesuai tujuan diadakanya pembinaan dalam
lembaga ini, namun masih ada beberapa hak — hak anak yang ada didalam

lembaga tersebut yang belum terpenuhi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap lembaga pemasyarakatan

kelas Il B Jombang

Istilah 7azi<rdiartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam
bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, misalnya
kesiangan shalat subuh atau tidak ikut mengaji tanpa ada alasan yang benar.
Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi
kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.”

Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks figih

Jinayah adalah seperti di bawabh ini:

"A. Djazuli, Figh Jinayah (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), 1.
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“Ta’zi<r adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar

hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau

Hakim.”

Sebagian ulama mengartikan ta’zi<rsebagai hukuman yang berkaitan
dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan
Al-Qur’an dan Hadis, ta zi<rberfungsi memberikan pengajaran kepada si
terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan
serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan
maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman h{adatau kafarat.”

Dilihat dari hak yang dilanggar Jari<mah ta’zi<rdapat dibagi menjadi
dua bagian, yaitu:

3. Jari<mah ta’zi<ryang menyinggung hak allah adalah semua perbuatan
yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.
4. Jari<mah ta’zi<ryang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan
yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.
Menurut hukum pidana islam tentang hak anak di lembaga pemasyarakatan
kelas Il B Jombang ini masuk dalam jarimah takzir yang hukuman atau
pidananya ditentukan oleh khalifah atau hakim. Jadi sangat sesuai dengan apa

yang ada di lembaga pemasyarakatan anak kelas 1l B Jombang tersebut.

">Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam(Figih Jinayah(Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 119



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hal kesimpulan ini ada dua (2) yaitu menyangkut rumusan
masalah dalam skripsi ini:

1. Peran lembaga pemasyarakatan anak kelas Il B Jombang menurut PP
nomor 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga
binaan pemasyarakatan, dari segi fasilitas maupun pelaksanaan setiap
hari belum terpenuhi. Karena ada salah satu hak — hak anak yang belum
terpenuhi  menurut salah satu pemaparan penghuni lembaga
pemasyarakatan tersebut.

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap peran lembaga pemasyarakatan
anak kelas Il B Jombang masuk dalam kategori jarimah takzir yang
hukuman atau pidananya ditentukan oleh ulil amri atau hakim. Jadi

sangat sesuai dengan kegiatan setiap hari yang ada di lembaga tersebut.

B. Saran

Dalam penanganan problematika-problematika di negara ini seharusnya
pihak birokrasi negara lebih teliti dan lebih jeli lagi dalam membuat Undang-
Undang maupun dalam penerapannya, agar antara aturan dan penerapan tidak
terjadi  ketimpangan dalam eksekusinya. Apalagi permasalahan hak hak atau

kewajiban yang belum terpenuhi, yang bisa menimbulkan gesekan gesekan antara

84
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undang-undang dan penerapan nya. Pihak-pihak yang terkait juga harus lebih giat
dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada, agar dikemudian hari tidak ada
lagi perkara yang sama dan pelakunya jera tidak melakukannya kembali karena
sikap tegas dari instansi terkait. Bergotong-royong dan bekerjasamalah agar

terwujud cita-cita bangsa negara ini.
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